
 

 

 
 
 
 

BUPATI TEBO 

PROVINSI JAMBI  
 

PERATURAN BUPATI TEBO 

NOMOR  21 TAHUN 2024 
 

 
TENTANG  

 
 

STANDAR HARGA SATUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA 

 

BUPATI TEBO 
 

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar 
Belanja, Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan 
Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah 

Kabupaten Tebo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo 

tentang Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, 
Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
Barang/Jasa; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Peerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 154); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1433); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 



 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tebo. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.  

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. 
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati Tebo 

dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Tebo. 
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belana, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

12. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan 
pedoman yang ditetapkan. 

13. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 

spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 
14. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan 

dengan uang per satuan jenis barang. 

15. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang 

spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. 



 

16. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasiltas, dan manfaat lainnya. 
17. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasiltas, dan manfaat lainnya. 
18. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian/spesialisasi dalam bidang 

tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli. 

19. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dipasaran akibat penurunan 
nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata uang yang beredar. 

20. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 
barang dan jasa dalam negeri seperti barang-barang hasil industri, barang 
impor dan jasa dan merupakan barang yang dihasilkan melalui proses 

pengolahan. 
21. Keuntungan maksimal adalah keuntungan penyedia jasa yang 

diperbolehkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. 
23. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum 

suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang 

dibutuhkan secara teratur dan terencana. 
24. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga 
barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 

25. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 

katalog elektronik. 
26. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran 

sudah termasuk pajak. 

27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan 

biaya tidak langsung (overhead cost), keuntungan dan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). 

28. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan 

setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah. 
29. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-

tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun 
gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu. 

30. Satuan Biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan 

barang/jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja 
dan anggaran perangkat daerah. 

31. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk 
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS dan SBU sebagai 

elemen penyusunnya. 
32. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah 

penilaian kewajaran biaya terhadap suatu kegiatan konstruksi atau 

pembangunan fisik. 
33. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB non fisik 

adalah penilaian kewajaran biaya dan kinerja terhadap kegiatan non 

konstruksi atau non fisik. 
34. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 

35. Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 
 
 



 

36. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

37. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 
adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 

untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 
 

Pasal 2 

Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 
dimaksudkan sebagai pedoman untuk menilai kewajaran bagi perangkat daerah 
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran APBD Kabupaten Tebo Tahun 

Anggaran 2025 serta untuk penyeragaman harga barang dan jasa sesuai kualitas 
jenis barang/jasa bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tebo. 

 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Standar harga satuan Pemerintah Daerah meliputi: 

a. SHS 

b. SBU 

c. HSPK 

d. ASB Fisik 

e. ASB Non Fisik 

(3) Komponen standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

BAB II 

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS 

 

Pasal 4 

(1) Perhitungan standarisasi satuan harga barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari data terpilih sebagai 
satuan harga tertinggi sudah termasuk indeks penyesuaian harga, perkiraan 

inflasi, pajak dan keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, 
efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(2) Perhitungan standarisasi satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) SBU yang berpedoman pada standar harga satuan regional meliputi:  

a. satuan biaya honorarium;  

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;  

c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;  

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan  

e. satuan biaya pemeliharaan. 

(4) Selain SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta 

telah memenuhi kualifikasi tertentu untuk menunjang tugas pemerintahan. 

(5) Bupati Tebo dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi secara teknis 
terhadap usulan SBU dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan 

kewajaran serta dapat memenuhi kualifikasi tertentu untuk menunjang 
tugas pemerintahan. 



 

(6) ASB fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat 

mengacu pada peraturan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta 

peraturan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

(7) Dalam hal tidak terdapat pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), perhitungan ASB fisik ditetapkan berdasarkan rincian anggaran 
biaya yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhususan, spesifikasi teknis, 

kebutuhan nyata, dan standar harga yang berlaku. 

(8) ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, disusun 
berdasarkan kewajaran belanja dan rincian belanja minimal pada sub 
kegiatan yang digunakan oleh perangkat daerah dengan menggunakan 

standar biaya dan SHS harga yang berlaku sebagai komponen penyusunnya. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN 

 

Pasal 5 

(1) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. 

(2) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan 
harga pasar. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran APBD 

Tahun Anggaran 2025. 

 

Pasal 7 

Dalam pelaksanaan anggaran, harga barang dan jasa sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini bukan merupakan pedoman penyusunan 

HPS dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2025. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam hal setelah dilakukan penetapan standar harga satuan komponen 
barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah belum 
tercantum dan tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini, Kepala 

Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan 
komponen barang dan jasa. 

(2) Usulan komponen barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan 

melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 





 

  LAMPIRAN I 

    PERATURAN BUPATI TEBO 

  NOMOR :   21 TAHUN 2024 

TENTANG  

STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA 
UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN 

ANALISIS STANDAR BELANJA (FISIK) 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.  

 

 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

DINAS/BADAN/KANTOR............................................ 

Jalan............................................................ 

Muara Tebo 

 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

Nomor : …………………………… 

 

 
  Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

  Nama   : ……………………………….  

  NIP  : ………………………………. 

  Pangkat/Gol : ………………………………. 

  Jabatan  : ……………………………….  

 

 

Sehubungan dengan penyusunan standar harga satuan yang kami 

ajukan/usulkan, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran harga satuan yang diajukan baik 

materil maupun formil. 

2. Standar harga yang diusulkan merupakan hasil survey pasar yang harganya lebih 

tinggi dan/atau belum tercantum dalam standar harga satuan Pemerintah 

Kabupaten Tebo.  

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh 

tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

            KEPALA OPD 

 

 

 

 

 

      …………………..  

 
 

 

 

 

   

 

 

 


